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REPUBLIKINDONESIA

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk
memperkokoh permodalan koperasi serta
mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu
mengembangkan  program  perkuatan permodalan
koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja;

b.  bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk
pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja perfu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha
Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana
bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapataii Dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2005 tentang Perubahan- Atas Peraturan Presiden Nomor :
9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan lklim Investasi.
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan
Menengah Republik [ndonesia Nomor 194/KEP/M/1X/1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusana Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik [ndonesia Nomor
03/Kep/Meneg/1/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari
Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XI1/2001 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara

" Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIil/2006;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro

dan Kecil;



17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan
Pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-
Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dengan
menggunakan. dana bergulir konvensional dalam rangka mengurangi
kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

2. Dana bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan
dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk
memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha
produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya, yang persyaratan
dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.

3. Pola konvensional adalah model pengembangan permadalan Koperasi, yang
pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan

tingkat suku bunga;
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Usaha mikro adsalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga
Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang
memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) per tahun.

Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari KSP/USP-
Koperasi peserta program kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi
syarat.

Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka
oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk
menampung transfer dana dari APBN kepada KSP/USP-Koperasi peserta
program.

Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh
KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung
pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% per tahin dari pokok
pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan
antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha
koperasi.

Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP-
Koperasi Peserta Progiram pada Bank pelaksana yang digunakan untuk
menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan
dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada KSP/USP-
Koperasi lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang
kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit
usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian
dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah
(otonom).

Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan
atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana

pengelolaan dana bergulir. %
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Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahiiya
relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari
persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam
bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan
ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan
oleh peristiwa alam diluar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan
menimbuikan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.

Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang selanjutnya
disebut Dinas/Badan Provinsi/D! adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada
Provinsi/Dl.

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Keta yang
selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program
pada Kabupaten/Kota.

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu
menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana
tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Peiaksana.

. Lembaga Pengelcla Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon
di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan beftanggung jawab kepada
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi
dan Usaba Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :
19.4/Per/M.KUKM/VI1/2006.



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Program adalah

a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-
Koperasi;

b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen
usaha dan pengelolaan keuangan;

c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya
perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Program adalah

a. tersalurnya dana bergulir kepada 1 {satu) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi
syarat di setiap kecamatan;

b. tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikio
anggotanya yang mempunyai usaha produktif;

c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro yang bergerak dibidang
pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah
tangga, pedagang kaki lima, warung—warung kecil yang disalurkan oleh
KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;

d. terwujudnya - peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan
peningkatan kemampuan manajemen usaha;

e. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro
anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya
dalam rangka pengembangan usaha mikro;

f. terlaksananya program perkuatan permodafan KSP/USP-Koperasi melalui
pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan,
pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha
ekonomi produktif masyarakat.



BAB {i
PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM
Bagian Kesatu
Persyaratan KSP/USP-Koperasi
Pasal 4

(1) KSP/USP-Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

C.
d.
e.

(2)

KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum
dengan melampirkan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan
oleh Pemerintah.

Koperasi primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan
Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
«memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro.

telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun huku terakhir.
KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang
berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

mengajukan usulan kefayakan usaha kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditengkapi dengan informasi data
kelembagaan, keragaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi 1

(satu) tahun teraknir.

Menteri dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi yang belum memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSP/USP-Koperasi yang berada di
daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau KSP/USP-

Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.



Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro
Pasal 5

Usaha mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut

telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi.
mempunyai usaha produktif.

tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.

a0 o

mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai
kebutuhan.
e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP-Koperasi.

BAB il
SELEKS! DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI
CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 6

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemerinta Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan  Kabupaten/Kcta
memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi
program - dain atau dengan menempelkan pengumumarn di Kantor
Dinas/Badan Kabupaten/Kota;

b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan
melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha
koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran
10 peraturan ini;



Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan
seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta
program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1
peraturan ini.

Pemerintah  Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
menetapkan nasil seleksi KSP/USP-Kopefasi yang memenuhi syarat sebagai
peserta program sebagaimana contoh pada lamgiran 2 peraturan ini.
Pemerintah  Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan  Kabupaten/Kota
menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon
peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan
Provinsi/DI;

Pemerintah  Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI = melakukan
pengecekan/verifikasi atas KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah  Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.

Pemerintah Provinsi/Df melalui Dinas/Badan Provinsi/DlI menyampaikan
nama-nama KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada Menteri
melalui Deputi untuk diusulkan sebagai peserta program, dengan
melampirkan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi sebagaimana
dimaksud pada huruf e.

KSP/USP-Koperasi -calon peserta program sebagaimana dimaksud pada
huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh
Menteri.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama
dan alamat KSP/USP-koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan
akte pendirian KSP/USP-koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang
dialokasikan.
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BAB IV
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PEMANFAATAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Status Dana
Pasal 7

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada KSP/USP-

Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir
Pasal 8

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan

sebag‘ai peserta program diatur sebagai berikut :

a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib
menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana
selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3
(tiga) Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank
Pelaksana, yang terdiri dari
1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer

dana berguilir;

2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran
kewajiban sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk
pembinaan internal koperasi termasuk pelaksanaan audit.

3) Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran
pokok dana bergulir sebesar 10% %sepu!uh perseratus) yang diambil

dari bagian kewajiban koperasi sebesar 16% (enambeias perseratus).

11



Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas namal/diwakili

oleh :

1). Untuk KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi
Simpan Pinjam.

2). Untuk USP-Koperasi diwakilioleh : Ketua dan Bendahara Koperasi

scrta Manajer USP-Koperasi.

Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan

dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang

disampaikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Badan Provinsi dengan

melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu

1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KSP/USP-Koperasi
peserta program kepad’a Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
Négaré Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran
3 peraturan ini.

2) Berita acaira penarikan dana oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta
program yang diketahui Dinas/Badan Kabupaten/Kota .dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini.

3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta
Ketua dan Manajer USP bagi USP-koperasi, yang diketahui oleh
Dinas/Badan Kabupaten/Kota  dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada lampiran § peraturan ini.

4) Fotocopy 3 (tiga) buku taburigan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta
program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk
yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana
yang terdiri dari :

a) rekening penampungan dana bergulir;
b) rekening cadangan pembinaan;
c) rekening pengembalian dana berguliir.

5) Rencana penvaluran dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada
anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan
memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6

peraturan ini.
12



6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seieksi peserta program
yang diusulkan kepada Menteri melalui Pemerintah Provinsi/Dl dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.

7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP/USP-Koperasi
atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan
oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan
formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.

8) Surat pernyataan dari pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia
dilakukan - pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun
Koperasi Jasa Audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh
pada lampiran 9 peraturan ini.

9) Profil KSP/UUSP-Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan uszha,
serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh
pada lampiran 10 peraturan ini.

10) Surat kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada
Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian
dana bergulir guna dialihkan kepada LPDB-KUNMKM atau kepaaa
KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta
tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir
berdasarkan Keputusan Menteri dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini.

Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi

peserta program, selanjutnva P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan

administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (SPM).

Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian

Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari

masing-masing KSF/USP-Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguii

dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah

Membayar  Langsung/SPM-LS Kepada Kantor Pelayanan dan

Perbendaharaar Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur

dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen

Keuangan Repubtlik indonesia.
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Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimiaksud huruf f, KPPN _menetbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer)
dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-
Koperasi padc Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam
jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana
bergulir KSP/USP-Koperasi.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir
Pasal 9

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari

.rexening penampungan yang ada di Bank pelaksana, dengan melampirkan

(1)

(2)

@)

Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota  dengan menggunakan formulir
sebagaimana conrtoh pada lampiran 12 peraturan ini.
Daftar .usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang
ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
Foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon
pinjaman antara iain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta
program.

Pasal 10

Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program,
seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha
produktif.

Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta
program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota,
sesuai dengan hasil penilaian kelayakan uszaha yang dilakukan KSP/USP-
Koperasi .

Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta
program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).
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(2)

(1

BAB VI
PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN
PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu
Pengalihan Dana Bergulir
Pasal 13

Dana bergulir yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi peserta program, dapat
ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila
KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.

Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib
mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan

" jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.

Dana bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir.

Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya
ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi.

Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI
melaiui Dinas/Badan Provinsi/Dl.

Usulan dan penetapar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat

dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. .

Bagian Ketiga
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir
Kepada LPDB-KUMKM
Pasal 14

Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening
pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program
kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur
dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

BAB VI
BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penetapan Bank Pelaksana
Pasal 15

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri yang kewenangan, hak
dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian
Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya

dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 16

Bank Pelaksaiia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a  memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari :

1). Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana
bergulir.

2). Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa
sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal
koperasi dan jasa audit.

3). Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok
dana bergulir.

b. membukukan dana bergulir yang diterima KSP/USP-Koperasi peserta program
dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening
penampungan dana berguliF masing-masing KSP/USP-Koperasi peserta
program, yang jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Keputusan Deputi tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi Peserta
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. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari KSP/USP-Koperasi
peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan
diketahui  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui  Dinas/Badan
Kabupaten/Kota.

. membantu terlaksananya pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam
asal 12.

. membantu terlaksananya penyaluran dana bergulir baru sebagaimana diatur
dalam Pasal 13.

memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan
pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta program
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah
melaksanakan penyaluran dana bergulir .

. melakukan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program dengan
berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/l/2001 tanggal 16 Januari 2001
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil
Péngurangan Subsidi B3M Terarah.

. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi mengenai realisasi
penyaluran dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melaiui Deputi
berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir,
evaluasi  kinerja KSP/NJSP-Koperasi, serta  memberikan  saran-
saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada
Pemerintah = Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.

menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan
pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan dan
konsultasi administrasi pengelolaan dana bergulir serta membuat daftar
kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi peserta program atas pelaksanaan

kegiatan.
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BAB VIii
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 17

Organisasi pelaksana program terdiri dari

(1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM;

(2) Pemerintah Provinsi/D} melalui Dinas/Badan Provinsi/D1;

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan
kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program;
melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank
Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta
tigas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagzcimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat
membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan
beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan

UKM dan [nstansi yang terkait.

Pasal 19

(1). Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:

a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program
di wilayah masing-masing sesuai Petunjuk Teknis;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-
masing;

c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan
dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Calon
Paraarta Praaram Tinakat Provinsi/DI.
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(2)

(1),

d. mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program
kepada Deputi;

e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana
bergulir;

f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan
pelaksanaan program;

h. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;

i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangan pelaksanaan dana
bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Menteri melalui Deputi.

j.  meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program
yang meliputi peningkatan kualitas Sumber “Daya Manusia (SDM),
penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

Calam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat

membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi/DI, yang dipimpin oleh

Kepala Dinas/Badan Provinsi/Di dain beranggotakan unsur-unsur di lingkungan

Dinas Provinsi/Di dan Instansi terkait.
Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:

a. melaksanakan sosialisasi Program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah
kerja masing-masing;

b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;

c. ‘melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-
Koperasi ;

d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Kcperasi
calon peserta program, dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;

e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program g
kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;

f.  menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta
program dan Bank pelaksana;
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)

menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan
dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program;

melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP-
Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi
lain;

membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
menampung dan menindakianjuti pengaduan dari masyarakat;
melaksanakan monitoring , evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan
program;

melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir
setiap triwulan kepada BupatiWalikota dan Pemerintah Provinsi/Dl
melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan tembusan . kepada Menteri
melalui Deputi;

meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta
program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan

sistem beserta penyediaan angaarannya;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota
dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang
dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas

Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 21

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan

dengan cara sebagai pberikut :

a.

KSP/USP-Ko;faerasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada
Menteri melalui Deputi dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi
Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan

setelah dana dari KPPN masuk kedalam rekening penampungan dana bergulir.
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(1)

(2)

Bank Pelaksana melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran
serta pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi;

Pemerintah  Kabupaten/Kota  melalui  Dinas/Badan Kabupaten/Kota
menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir
secara berkala kepada Pemerintah Provinsi/DI melfalui Dinas/Badan Provinsi/DI

dan Deputi:

1) Realisast penyaluran Dana Bergulir;

2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP-
Koperasi peserta program;

3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP—Koperasi peserta program yang dilaporkan
oleh Bank Pelaksana;

4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah
Perjanjian Kerjasama;

5) Perkembangan peiaksanaan Program.

Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DlI mengkoordinasikan
claksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan hasilnya

kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 22

Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan meialui upaya pembinaan
dan pencegahar terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi/DI melalui
Dinas/Badan Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui
Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka
pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP—Koper'ési
peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual

dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
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Q)

(4)

Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap

penyimpangan program melalui :

a.

penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan
pembaiaian sebagai peserta program dana bergulir kepada KSP/USP-
Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a;

penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan
pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak
memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang

dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KSP/USP-Koperasi peserta

program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaar F3KUM Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja ivegara — Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

(1) Dengan berfakunya peraturan ini maka :

a. Pe;aturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 9/Per/M.KUKM/\/1/2006
Te'ﬁtang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
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b. Petunjuk Teknis Progam Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka
Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur
Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
(KSP/USP-Koperasi) Tahun 2005;

dinyatakan tidak berlaku.

(2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan P3KUM Pola
konvensional sebelum berlakunya peraturan ini, wajib mempedomani

persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XI!
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 12 Pebruari 2007

Menteri N egara,

ttd.
Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,
: . 24

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001
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Tentang
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro {P3KUM) Pola
Konvensional



Lamptran 1

Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Meniert iNegara wnoperasl odri
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia

08/Per/M.KUKM/I/2007

12 Pebruari 2007

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan
Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro
(P3KUM ) Pola Konvensional

TATA CARA PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI
CALON PESERTA PROGRAMPEMBIAYAAN PRODUKITF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL
TAHUN 2007

A. Petunjuk Pengisian
1. Kolom 3 (Nilai)

2. Kolom 4 (Bobot)

3. Kolom 5 (Skor)

B. Cara Perhitungan

Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan
melingkari salah satu dari jawaban yang
tersedia (1,2,3.4)

Menunjukan bobot dari  masing—masing
unsur yang dinilai, yang diukur dalam
bentuk presentase.

Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3
(nilai yang  dipiiin  untuk unsur tertentu)
dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi,
reragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Fenggunaan Dana
Bergulir) memiliki nilai maksimum.

2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot)

adaiah sebagai berikut :
3. Cara Menghitung Skor :

Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program
1. Total Skor kurang dari 225, keputusan :

“TIDAK DIREKOMENDASI”

2. Total Skorantara 225 s/d 325, Keputusan :

“‘DIREKOMENDAS!”

3. Total Skor diatas 325 s/d 400, keputusan :

“SANGAT DIREKOMENDAS!"

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor 225 atau direkomendasitmaka calon
peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (rankin) :



l .

No.

I
.

[

POLA KONVEINSIONAL TAHUN 2007

Unsur yang Dinilai
S 2

KELEMBAGAAN (20 %)
1. Usia Lembaga

a. 1 tahun

b. > 1 3/d 3 tahun

c. >3 s/d § tahun
d. > 6 tahun

2. Jumlah anagota yang aktif mempunyai

Usaha produktif :
a. 25-50 orang
b. > 50 s/d 75 orang

Nilai Bobot
3 4

HBWN -

PERHITUNGAN PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI PESEKR 1A FSAUWI

Skor
(3x4)

_c.>753/d 100 orang
d. > 100 orang

3. Jangkauan Pelayanan
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Desa

4. Presentase anggcta yang terlayani ( jumiah

AW N -

w H

Angaota dilayani :total angaota)

a. 60 % .

b. >60% s/d 70%
c. >70% s/d 80%
d. > 80%

HWIN|—

KELEMBAGAAN ORGANISASI (10%)

1. Aturan Tertulis, AD/ART

a. Ada Materai

b. Ada Tidak Bermaterai

c. Tidak ADA
3
2. Tertib Administrasi (Keuangan)

N[ |

a. Tertib

b. Tidak Tertib

[GVI R




S ——

‘| No.

ill

Unsur yang Dinilai
2
KERAGAAN USAHA (40%)

1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki

a. sampai dengan 25 Juta

b. >25 s/d 40 Juta

c. >40 s/d 60 Juta

d. >60 Juta

Nilai

BABWN =

Bobot
4

10

Skor
(3X4)

2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar

a. >150 %

b. >160% s/a 150%
C. >75% s/d 100%

10

d. <75%

3. Turn Over (Volume Penjulan (:) MS (+) ML)

20

a. >2 Kali

b. >1,5 s/d 2 kali

c.> 1 s/d 1,5 kali

N A

d. <1Kkali

\Y

KEPEMILIKAN USAHA (15%)

1. Status Kepemilikan Kantor

a. Milik Sendiri

b. Sewa/Kontrak

[GLIR-N

2. Kelengkapan sarana kantor (Kemputer,

Barankas, lemari arsip dan calkulaor)

a. Lengkap

b. Kurang Lengkap

W~

3. Sarana transportasi (sepeaa motor)

a. Ada

b. Tidak Ada

Wi

RENCANA PENGGUNAAN DANA
BERGULIR (15%)

1. Rencana penaaunaan untuk modal kerja

a. 100%

b. > 95 s/d 99%

c. > 90 s/d 95%

d. <90%

= (N W]+

2. Rata — rata lama pengembalian pinjaman
dari anggota
3 Bulan

> 3 s/d 6 Bulan

> 6 s/d 12 Bulan

aeoe

> 12 Bulan

=N[4




Unsur yang Diniai Nilai | Bobot g';%
2 3 4 5
3. Rencana penambahan anaaota dalam 1 th 5
a. > 90 Orang 4
b. > 60 s/d 90 orang 3
c. > 30 s/d 60 oranq 2
d. > 3C crang 1




Lampiran 2 Peraturan Menierl Negdig nuperdst uadil usaiia incun
dan Menengah Republix indonessa

Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007
Tanagal 12 Pepruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Konvensional

CCNTOH BENETAPAN NAMA-NAMA XSPAUSP-KOPERASI PESERTA P3!/Lid

POLA KONVENISONAL YANG USULKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ......... KABUPATEN/KOTA ....coiviiiannee
NOMOR ..ot cees
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI
YANG CiIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI
DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

HASIL SELEKSI TAHUN 2007

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ......... KABUPATEN/KOTA ..

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh
permcdalan  koperast serta mengembangkan lembaga keuangan
kopercsi, periu mengembangkan program perkuatan permodalan
koperasi untuk pengentasan xemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja;

bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan
kemiskinan dar perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan
secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUNM) Pola Konvensional;

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir
sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturar: Menteri
Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Konvensional.

Undang-Undahg Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor: 316,
Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);

Undang-Undaing Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Rl Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 3611);



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

16.

16.

17.

undang-undang NMOMOr 1/ 13nufl Zuuo tEindily NEUaiya tuyerw
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor: 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 4355).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 nomor : 1C4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor : 4421);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam olet Koperasi
(Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor .19 : Tambahan Lembaran
Negara Nomcr : 3591);

Perziuran Pemerintah Republik Indenesia Nomor : 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Rl Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor : 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang rengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor :'4502),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang
Perubahari Atas Peraturcn Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kehijakan
Perbaikan klim Investasi.

Keputusan Menteri Kaperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesic Nemor 194/KEP/M/iX/19€8 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pen:aian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam. g

Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oieh Koperasi.
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir
Dari Hasil Pengurangan Suksidi BBM Terarah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah

1. Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI .............. , Nomor
................... _tanggal ..................... Peiihal
............................................................... TA 2007.

Berita Acara Hasil Seleksi Peserta P3KUM Pola
Konvensional TA 2007 Nomor ............ , tanggal ......, Bulan
.......... Tahun ..........



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi/Dl ....cooeiereivciienes

MEMUTUSKAN

Nama-nama KSP/USP-Koperasi yang diusulkan sebagai Peserta
P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota.....
adalah sebagaimana terdapat gada lampiran keputusan ini.

Terhadap KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana
terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini.

Keputusan ini bertaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2007

Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas .........
Kabupaten/Kota ........



Lampiran

Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusann BupalifWalikota c¢q. Kepala umas/sagan nduupieiynuia

Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang diusutkkan  Sebagai Peserta  Program
PembiayaanProduktif = Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional Hasil Seleksi Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NANA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERAS! YANG
DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAANPRODUKTIF KOPERASI DAN

NO.

KAB./KOTA
NAMA KOPERAS!

USAHA. MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

HASIL SELEKSI TAHUN 2007

NOMOR DAN TGL. . NILAL
BADAN HUKUM ALAMAT SKOR

1

2

KAB/KOTA

. Koperasi ..........
. Koperasi ..........
. Koperasi ..........

3 ; 4 5

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas /Badan
Kabupaten/Kota ........



Lampiran 3 Peraturan Mentert Negara noperast 0an usdila incun
dan Menengah Republik Indonesta

Nomor 08/Per/M.KUKM/11/2007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Konvensional

CONTOH PERNQHONAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODURTIF KOPERASI
DAN USAHA MIKRO (E3KUM) POLA KONVENSIONAL

KSP/USP-KOPERASI .....coveiviicieaanne

NOMOR BADAN HUKUM . ........ , TANGGAL BADAN HUKUM ................
ALAMAT Lot
Nomor
Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007
Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan
di -

Jekarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
IKEP/IM.KUKM/ /2007, tanggal .....ccccuveeenen. tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-
Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola
Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami atas nama :
1. Nama
Jabatan pada KSP/Usp-Koperasi
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor Y S tanggal.., Bulan ...,
Tahun ...
2. Nama
Jabatan pada KSP/Usp Kop
KTP Nomor
Alamat e
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor D eereeeeeeeeeeen, tanggal.., Bulan ..,
Tahun ................
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana P3KUM Pola
. Konvensional TA 2007 dimaksud agar ditransfer ke rekening kami Nomor
................................. atasnama......................PadaBank ...l

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi makium, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih,
KSP/USP-Kop. .........
.................. peeenmennennaa.2007

(materai, cap/tanda tangan)

Ketua Bendahara

Bupati/Walikota cq. Kepaia Dinas/Badan ........
Kabupaten/Kata.......cceeeinveeanncns




Lampiran 4 FPerdluldll IVISIICII IVeYUIG trxupas o v
dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/1/2007

Tanggal 12 Pebruari 2007

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Konvensional

CONTOH BERITA ACARA
PENAKIKAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERAS! DAN USAHA MIKRC (PIKUM])
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

BERITA ACARA
PENARIKAN CANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KCPERAS! DAN USAHA MIKRO
(P3KUM) POLA KOMVENSIGNAL

TAHUN 2007

Pada hari ini ........, tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... (ciy..ece,......) Dertempat di ... , kami
y7ng pertaivdatangan di bawah ini:
1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor i ................ , tanggal ......., Bulan ......, Tahun ................
2. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor : ................ , tanggal ......., Bulan ...... , Tahun ...

Telah menerima Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)
Pola Konvensional Tahun 2007 berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.060,- (seratus juta rupiah)

yang telah ditransfer ke dalam rekening KSP/USP-Kop ......... pada Bank .....cccoooeieeeiiinen. Nomor
Rekening ......cooovvvviiiieeieeeenn. dan te'2h siap melaksanakan kegiatan pregram, dengan ini diketahui
oleh: ’

Nama

NIP

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ......

. Diangkat Berdasarkan



~ Dengan\ telah diterimanya Dana P3KUM ini, maka pengurus RKor/Udr-nuptias
PO F R Yt bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai Peraturan
Meriteri Negara Keperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/ /2007
fanggal ool tentang Pelunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan

Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konveniscnal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

PENGURUS KSF/USP-Kop

................................................

Ketua Bendahara

Mengetahui
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan

Kabupaten/Kota............icoee ..o,

............................



Lampiranr 5 Perawuran menien ineyala nupciast uail “udusu sseun

dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/11/2007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Sudah diterima dari

Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah}

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTOH KWITANS!

KWIiTANSI

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.
Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha
Mikro {(P3KUM) Pola Konvensional ~Tahun 2007 untuk
KSP/USP-Koperasi ........ . Nomor Badan Hukum......., Alamat
Kabupaten/Koia
berdasarkan berita
acara penarikan dana yang di tandatangani pada tanggal
ceeneenee-. SESUAIT Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor: /Kep/M.KUKM/ /2007, tanggal .................. tentang
Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta
Frogram Pembiayaan Produkiif Kopcrasi dan Usaha Mikro
Tahun 2007.

(materai, cap/tanda tangan)

Ketua

Bendahara

Mengetahui,

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ........

Kabupaten/Kota...........ccooenenene.

............................................
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Kecil dan Menengah, Republik Indonesia

Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 1< Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola

Konvensional

CONTOH RENCANA FENYALURAN DANA P3KULL
POLA KCNVENSIONAL TAHUN 2007

KSP/USP-KOPERAS! ...

NOMOR BADAN HUKUM ..........., TANGGAL BADAN HUKUM ..... .

...........

ALAMAT Liiiiiiciiciiincneee.

RENCANA PENYALURAN DANA P3KUM
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

Nama Alamat Sesuai KTP Bidang Usaha

Rencana
Pinjaman (Rp)

-
T O00NOOs WN =

Jumlah

Pengurus KSP/USP-Koperasi ..;.........

Ketua

Bendahara




Lampiran 7 Peraturan Mentern Negara Koperasi gan usdiid
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/I/2007

Tanggal 12 Pebruari 2607

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensicnal
CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA D'NAS PELAKSANAAN P3KUM POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS .............
KABUPATEN/KOTA ...cceviiennens
SURAT PERNYATAAN
Pada hari ini ........ , tanggal ......., Bulan ........, Tahun ....... (ccccepevnnnsyennnn.) bertempat di .o L. Sava
yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan Kepala Dinas Kabupaten/Kata .......
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan ....... Nomor .......... , tanggal ....... , Bulan ..... , Tahun
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai iKepala Dinas .... Kabupaten/Koia ......

denganr ini menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan hasil seleksi koperasi
peserta Program Pembiayaan Produr*if Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007
terhadap .... KSP/USP-kopetasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama koperasi
Nomor/Tgl/BH
Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor

2. Nama koperasi
Nomor/Tgl/BH
Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor

Do , tanggal ....... , Bulan ...... .

Tahun ....oeeeeeeee.

e ,tanggal ......., Bulan ...... ,

Tahun ................



2.dst

++  Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kahupaten/Kota.....

materai

Tembusan Yth:

Menteri Negara Koperasi dan UKM;

Sesmeneg Koperasi dan UKM;

Deputi Bidang Pembiayaan

Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;

5. Dinas/Badan yang membidangi Keperasi dan UKM Propinsi/DI

ESCINES

................



Lampuan [o] FEIAUI Al ] IVIGIINUEL 1 yu g e s sC s e -
dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/I1/2007

Tanggal 12 Pebruari 2007

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG.JAWAB PENGURUS KOPERAS!
DALAM PENGELOLAAN DANA BERGULIR P3KUM POLA KONVENSIONAL 2007

* KSP/USP-KOPERASI .......coooniiiiicancnne

NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BACAN HUKUM ................
ALAMAT L.t
SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ........ , tanggai ....... ,Bulan ........ , Tahun ....... [ peeeeen ,---..) Dertempatdi ........... , saya
yang bertandatarnigan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor @ ....... > ta%l_g al ....... , Bulan ...... ,

ahun ........... ...
Dalam hal ini bertindak sebagai ............ KSP/USP-Kcp ......... , Nomoi Bacan Hukum .......... ,

alamat ........ dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan Zana bergulir Program

"Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007 sesuai dengan
rencana penggunaan dana untuk disalurkan kepada usaha -mikro anggota koperasi dan
bertanggung jawab atas pengembalian dana dimaksud sesuai dengan keteniuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui Pengurus Keperasi.........
Bupati/\Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ........ Ketua.
Kabupaten/Kota ........ccccccieeiinnnenennn.

materai
(e e ) (oo e e )
Tembusan Yth:

Menteri Negara Koperasi dan UKM;

Sesmeneg Koperasi dan UKM;

Deputi Bidang Pembiayaan

Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI ................

NELN



L] I|.JII ail o FCEIUWUI A BVIG Il Yy v s prrveus  wovers

dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/iM.KUKM/11/12007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

SURAT PERNYATAAN DIAUDIT

SURAT PERNYATAAN

Pada hariini ........ , tar:jg%al ....... . Bulan ........, Tahun ....... {.c.cccreeeeesseeeen) bertempat di L. ... , saya
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kap

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :....... . ta¥g al....... , Bulan ...... ,

ahun ... ...
Dalam hal ini bertindak sebagai ............ KSP/USP-Kop ......... , Nomor Badan Hukum .......... .

alamat ........ peserta program berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Nomor : ..../Kep/M.KUKM/.../2007 Tentang Penetapan Nama-Nama KSP/USP-
Koperasi Peserta Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha mikro (P3KUM) Poia Konvensional
Tahun 2007, dengan ini menyatakan bersedia untuk diaudit oleh KJAI atau Akuntan Publik yang
ditunjuk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui Pengurus Keperasi.........
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ........ Ketua,
Kabupaten/Kota .c......cccieeeceiieeennnn...

materai
(v LY. ) (eeeee e e )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;Sesmeneg Koperasi
dan UKM;

Denuti Bidang Pembiayaan

Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Dl ................

SIS



—\

Lampiran 10 : Perawran menigi INeydid nupidasi uan wsaiia
Kecil dan iMenengah:Republik Indonesia

Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTOH PROFIL KSPUSP-KOFERASI

KSP/USP-KOPERASI .......cceiiiiineen
NOMOR BADAN HUKUM ..........., TANGGAL BADAN HUKUM ................
ALAMAT ...ooiiiiciiecicnas

PROFiL KSP/USP-KOPERASI SEBAGAI CAL.ON PENERIMA
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF Kuivi
POLA KONVENSIONAL
TAHUN 2007

Profil Umum

QO oo

f.

g.
n

. Nama Koperasi

. Tanggal berdiri (Tgl/BInfThn)
. No. Akta pendirian

. No & Tgl Badan Hukum

. Alamat Lengkap (JI, Des2, No. Tip)
Kecamatan

Kabupaten/Kota
h. Previnsi

Susunan Pengurus
a. Ketua

b. Ketua Harian

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Manajer

Kegiatan Usaha
a. Izin Usaha Nomor
b. NFWP Nomor

Susunan Pengawas
a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

Jumlah Anggota orang

Jumlah Simpanan anggota

a. Simpanan pokok :Rp.
b. Simpanan wajib :Rp.
c. Simpanan sukarela :Rp.

Jumlah Modal Sendiri : Rp.



8., Jumlah moda!l luar

: Kp.
9. Jumiah Simpanan :Rp.
10. Jumiah anggota yang dilayani orang
11. Jumlah karyawan orang
*12. Jumlah asset :Rp.
13. Volume usaha per tahun :Rp.
14. Pemilikan kantor : (Milik Sendiri/Sewa)
15, Jumiah D8 yang ditzrima : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah}

.....................................................................

...........................................

)
Keiua
Nengetahui,
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ........
Kabupaten/Kota

...........................................



Lamplran 17 rerawrari VISTILEI ! INSYaia I \WUpGiaor wwn
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/1112007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTOH SURAT KUASA

NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ................
ALAMAT oot
SURAT KUASA
DOada hariini ........, tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... (...... . -e....) bertempat di ........... , kami

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan nada KS&P/Usp-Kop

KT Nomar

Aizmat

Diangkat Berdacarkan Keputusan RAT Nomor ... ,tanggal ....... , Bulan ...... .

1117181 AR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP/USP-Kop ........ , Nomor Badan Hukum .........,
Alamat .............. sebagai pemiiik rekening penampungan dana bergulir nomor .......... dan rekening
cadangan pembinaan nomor ......... yang terdapat pada Bank ..... dengan ini memberi kuasa
kepada :

Nama

Jabatan (Bank Pelaksana)

Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor .......... , fanggal ......, Bulan ....., Tahun

Alamat



nNnuouvuo
ot Unti]k\dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir dan
mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai
neserta program yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah atau Mejabat yang ditunjuk.

2. Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana berqulir nomor .......
kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci!
dan Menengah atau Pejabat yang dituniuk.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang memberi kuasa Yang menerima kuasa

(materai)



Lampiran 12 Peraturan Menier Nnegaid Noperdsi udll udaila ncuu
dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 08/Per/M.KUKM/11/2007
Tanggal 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERAS!
DAN USAHA MIKRC (P3KUM) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

KSP/USP-KOPERASI .......coovcciiiienannene

NOMOR BADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ................
ALAMAT L..cen
Nomor ,
Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007
Kepada Yth.
Bank .........
di -

Dengan hcrmat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
IKEP/? 4. KUKM/ 12007, tanggal ........icceiiiie tentang Penetapan Nama-nama KSPR/USP-
Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produxtif Koperasi dan Usaha Mikro Pola
Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami atas nama :
1. Nama
Jabatan pada KSP/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ......., tanggal ....... , Bulan ...... .
Tahun ...............
2. Nama
Jabatan pada KSF/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....... , langgal ....... , Bulan ...... ,

Sehubungan dengan hal tersebut ‘diatas, maka kemi mohon agar dana P3KUM Pola
Konvensional TA 2007 atas nama KSP/USP-Koperasi .....dengan rekening Nomor :.Pada Bank

dapat dicairkan.



vemiKian permaononaii inl Kaml Sampalkan agar {fieijdul 1HIdniuii, aigd pGiiicuaiiiya numa
Yicapkan terimakasih.

KSP/USP-Kop.

............... peeenraeaenenans...2007
(materai, cap/tanda tangan)
Ketua Bendahara
Mengeiahui,
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ......
Kabupaten/Kota..........coocoeiiiinie




Lampiran 13 : Peraturan Mentert Negara noperasi aan usdiid neo
dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 08/Per/M.KUKM/MN/2007
Tanggai 12 Pebruari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif

Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola
Konvensional

PEMERINTAH PROVINSI/DI CQ. DINAS .......cccruriniiremennancn.
PROVINSI/DI ...ccceuuvruemnirannan

CONTOH BERITA ACAR4
HASIL VERIFIKASI USULAN NAMA-N~MA KCPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM
PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 DAR! PEMERINTAH KABUPATEM/KOTA

BERYTA ACARA
HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/
UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM P;EMBIAYAAN
PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)
POLA KONVENSIONAL

PROVINSI ...............
TAHUN 2007
NOMOR :
Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... (ceenn feenene yeeeene) berte‘mpat di
....... , Kami Pemerintah Provinsi cq. Dinas .... provinsi ......yang terdiri daii :
1. Naima
NIP
Jabatan
Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ......,tanggal....... , Bulan ...... ,
ahun .oocivieenns
2. Nama
NIP
Jabatan
Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ...... [tanggal....... , Bulan ...... ,
Tahun ...ceeeeeeenees
Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap ...... (ereees )

KSP/USP-Kop yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota c¢q. Dinas ......
Kabupaten/Kota ........ diwilayah Provinsi/DI...... , berdasarkan syarat yang ditetapkan



dglam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM NOMOr  ..../FEMMEN. .../ ... uor:

4 mMmenetapkan bahwa KSP/USP-Koperasi yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak .....

N ) KSP/USP-Koperasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

NIP. ........ NIP. ........



Lampiran

Nomor
Tangga!l
Tentang

Berita Acara Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperas: Simpan Finjamiuiin
Simpan Pinjam-Koperas: Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan
Usaha Mikro (P3KUM) Po'~ Konvensional Tahun 2007

...... IBAV/..........].........12007

Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan
Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional
Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM
KCPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN
PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA M!KRO (P3KUM)

POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

NO. | nama koPERASI

KAB.JKOTA

NOMOR DAN TGL. | " | .
BADAN HUKUM | ALAMAT NIL&! DB

KABIKOTA

1. Koperasi..........
2. Koperasi ..........
3. Koperasi ..........




PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS .....icccoceereccrrraceannee
KABUPATEN/KOTA ..covrvereerancrauanns

CONTOH BERITA ACARA
IIASIL SELEKS! NAMA-NAMA KOFERAS! SIAPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PiNJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM
PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN USAHA MIKRQ (P3KUM)
PCi.A KONVENZIONAL TAHUN 2007

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/
UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN
PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KU#)
POLA KONVENSICNAL

TAHUN 2007
[ 1021710 ] 2 -
~ada nari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... (ceeeeejemniiesenenn.) bertempat di
....... , Kami Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ....... Kabupaten/Koia......yang terdiri
dari
1. Nama
NIP
JABATAN
Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor : ...... [tanggal....... , Bulan ......,
Tahun ...,
7. Nama
NIP
JABATAN
Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor: ...... ,tanggat....... , Bulan ...... ,
Tahun ................
Telah melakukan seléksi terhadap ...... ( ... ) KSP/USP-Kop yang akan diusulkan
Pemerintah Kabupaten/Kota c¢q. Dinas ...... Kabupaten/Kota.............. yang dinilai

memenuhi syarat sebagai Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 kepada

Pemerintah Provinsi/Dl........cccceuenenee , Sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab,

Bupati/ Walikota cq. Kepaia Dinas/Badan ..........
Kabupaten/Kota ........cccccuveneee.



Lampiran Benta Acara Hasil Seleksl Nama-Nama Koperasl Simpan FInamsunit
Simpan Pinjam-i{operasi Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Kanvensional Tahun 2007

Nomor ... /BAVL........... foveanne. 12007
Tanggal
Tentang Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERAS! SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN
PRODUKTIF KOPERAS! DA USAHA MIKRO (P3KUM)

POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

KAB/KOTA NOMOR DAN TGL.

NO. NAMA KOPERASI BADAN HUKUM

ALAMAT NILAI SKGR

1 KAB/KOTA

.........................

1. Koperasi ..........
2. Koperasi ..........
3. Koperasi ....... ..

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan ..........
Kabupaten/Kota..........ocu.u........






